GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas kepada

Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima

Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari

Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di

Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2102), Jo.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara Tengah Menjadi Undang-Undang (Lembaran



tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 459);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.




BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara di Lingkungan
Pemerintahan Daerah sebagai wujud penghargaan atas
pengabdian kepada bangsa dan negara dengan

memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas:

a. PNS dan Calon PNS;

b. PPPK;
c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; dan

d. Pejabat Negara.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
termasuk:

a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik
di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar
oleh instansi induknya;

b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat
menjadi komisioner atau anggota lembaga non
struktural;

c. - Calon PNS berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan
Tugas terhitung mulai tanggal 1 (satu) Maret atau
sebelumnya.

(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur.



Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan
kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a dalam hal:
a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di
dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh
instansi tempat penugasannya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(I) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS,

PPPK, dan Pejabat Negara terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
gaji/hak keuangan atau sebutan lain.

(3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang gaji/ hak keuangan atau sebutan lain.

(4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan tunjangan pangan atau yang disebut
juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam
peraturan  perundang-undangan tentang gaji/hak
keuangan atau dengan sebutan lain.

(5) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tunjangan

jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam




ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
gaji/hak keuangan atau sebutan lain.

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi tunjangan jabatan struktural dan tunjangan
jabatan  fungsional sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(7) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan struktural
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang tunjangan jabatan struktural.

(8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan fungsional
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang tunjangan jabatan fungsional.

(9) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling
banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi,
Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi Calon PNS meliputi:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

(1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia

diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan

1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum




(2)

(3)

-10-

SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan SPM
untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga,dan
tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibuat
tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 13

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi

PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan

keterangan pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji atau

Penghasilan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum
dibayarkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 24);
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 54 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji
atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020
Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



afl

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.
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